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Debitur Gagal Membayar Utang:  

Haruskah Langsung Dipailitkan? 

 

Kegagalan debitur membayar utang sering menimbulkan anggapan bahwa kepailitan 

adalah satu-satunya solusi. Padahal, dalam hukum Indonesia, debitur yang tidak 

membayar utang tidak otomatis dapat dipailitkan. Terdapat beberapa mekanisme hukum 

yang dapat ditempuh, seperti gugatan wanprestasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), dan permohonan kepailitan, yang masing-masing memiliki tujuan dan 

syarat berbeda. 

 

Gugatan Wanprestasi 

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 

diperjanjikan. Dalam sengketa utang piutang, kreditur dapat mengajukan gugatan ke 

pengadilan untuk meminta pelunasan utang, ganti rugi, bunga, atau pembatalan 

perjanjian. Jalur ini umumnya dipilih apabila masih terdapat sengketa mengenai besarnya 

utang atau pelaksanaan perjanjian. 

 

PKPU: Kesempatan Restrukturisasi Utang 

PKPU merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk 

menyusun rencana perdamaian dengan para krediturnya. Tujuannya bukan untuk 

melikuidasi aset, melainkan mencari solusi agar utang dapat dibayar melalui 

restrukturisasi, seperti perpanjangan jangka waktu, pengurangan bunga, atau 

penjadwalan ulang pembayaran. 

 

Bagi kreditur, PKPU juga dapat menjadi alternatif untuk memperoleh pelunasan yang lebih 

baik dibandingkan proses kepailitan. 

 

Kepailitan 

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), debitur dapat 

dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat: 

• memiliki sedikitnya dua kreditur; dan 

• tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Apabila syarat tersebut terpenuhi dan permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, 

harta pailit akan berada dalam pengurusan kurator di bawah pengawasan hakim 

pengawas. 

 



 

 

2 

 

 

Strategi Hukum bagi Kreditur dan Debitur 

Pemilihan langkah hukum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perkara. 

Kreditur perlu menilai apakah penyelesaian melalui gugatan wanprestasi, PKPU, atau 

kepailitan memberikan peluang pemulihan piutang yang paling efektif. Di sisi lain, debitur 

yang masih memiliki prospek usaha dapat mempertimbangkan PKPU sebagai upaya 

restrukturisasi sebelum menghadapi proses kepailitan. 

 

Kesimpulan 

Tidak setiap debitur yang gagal membayar utang dapat langsung dipailitkan. Gugatan 

wanprestasi, PKPU, dan kepailitan memiliki dasar hukum, syarat, serta tujuan yang 

berbeda. Memahami perbedaan ketiga mekanisme tersebut sangat penting agar 

penyelesaian sengketa utang dilakukan secara tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

 

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan 

pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum mengenai piutang, 

wanprestasi, permohonan PKPU, atau kepailitan maka tim kami siap membantu Anda 

secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan 

profesional melalui: 

📞 08567572501 

📧 info@justianlawfirm.com 

🌐 www.justianlawfirm.com 


